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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu organisasi memerlukan dukungan sumber daya manusia yang tentunya 

berkualitas baik. Sumber daya manusia yang berkualitas akan muncul dari sistem dan 

proses pendidikan tentunya yang juga berkualitas, begitu pula sebaliknya, untuk 

mencapai pendidikan yang berkualitas diperlukan  sumber daya manusia yang 

berkualitas. Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi baik  swasta 

maupun pemerintah sangatlah penting. Setiap perusahaan memerlukan sumber daya 

manusia yang kompeten, yang dapat ditunjukkan melalui pengetahuan, perilaku atau 

kualitasnya. Biasanya mereka adalah pegawai yang menjalankan aktivitas di dalam  

suatu perusahaan atau instansi. Pegawai merupakan faktor terpenting penentu maju 

tidaknya suatu perusahaan atau instansi. Pekerja adalah seseorang yang bekerja pada 

pemberi kerja  sebagai pekerja tetap atau pekerja tidak tetap berdasarkan perjanjian 

atau perjanjian kerja baik  tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan 

pekerjaan yang ada dengan imbalan imbalan. Sesuai dengan apa yang menjadi 

pertimbangan dalam penerimaan pegawai pada suatu perusahaan atau pemerintah, 

maka pegawai tersebut tentunya  harus menunjukkan hasil kerja yang baik sesuai  

program instansi atau pemerintah tersebut. 

Kinerja pegawai merupakan salah satu modal lembaga untuk mencapai 

seluruh tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja pegawai harus selalu ditingkatkan 

untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan dan tentunya manajemen 

perusahaan atau instansi harus memperhatikan hal tersebut. Kemampuan pegawai  

tercermin dalam kinerja, artinya kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal. 

Setelah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, karyawan tentunya 

mempunyai hak untuk terpenuhi segala kebutuhannya. Pejabat pemerintah harus 

berupaya meningkatkan kinerja pegawainya saat ini. Dalam penerapan manajemen 

kinerja yang efektif di lingkungan pemerintahan, pemerintah memberikan perhatian 

kepada pegawainya dengan memberikan mereka penghasilan tambahan  yang 

tergolong dalam bentuk tunjangan. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Tahun Ke-13 

Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan 

Anggota Perwira Nasional Kepolisian  Republik Indonesia, Pegawai  Negeri Sipil 

selain PNS dan penerima pensiun dan tunjangan menjelaskan bahwa mereka berhak 

atas gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan yang ketigabelas. Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjelaskan bahwa 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang 

telah memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat oleh  pegawai negeri sipil yang 

berwenang, dan diberi tugas lain serta dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang Tambahan Penghasilan Bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengatur 

kebijakan tambahan penghasilan ini. Disebutkan bahwa pemberian penghasilan 

tambahan merupakan penilaian terhadap aparatur sipil negara dengan landasan 

hukum, pedoman yang konsisten dan diterapkan secara ketat, kriteria, serta indikator 

evaluasi pengukuran yang terukur pada Aparatur Sipil Negara  (ASN) untuk 

meningkatkan disipli, motivasi, kinerja dan tentunya kesejahteraan Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di lingkungan administrasi daerah. 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam aturan tersebut adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menjalankan 

akuntabilitas kinerja, maka akan diberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) 

kepada aparatur sipil negara (ASN) di  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

Pemprov Sumsel sendiri sudah mengambil keputusan sesuai Surat Keputusan 

Gubernur Sumsel Nomor 229/KPTS/BPKAD/2022 tentang pemberian tambahan 

penghasilan kepada PNS dan calon pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel. 

Peraturan ini menjadi landasan hukum untuk membimbing masyarakat. 

Diharapkan dengan adanya Surat Perintah Gubernur tentang Penerimaan Tambahan 

(TPP) yang baru diterbitkan pada 22 Maret 2022, maka TPP akan semakin mudah 

untuk dicapai. Peraturan tersebut memuat kriteria, persentase, dan penjelasan rinci 

untuk menilai peningkatan pendapatan pegawai berdasarkan produktivitas kerja, 

disiplin kerja, dan peningkatan pemotongan penghasilan pekerja. Kebijakan 
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Tambahan Penghasilan Pekerja (TPP) ini, diterapkan di Pemerintah Provinsi Selatan 

Sumatera, diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan 

pekerja namun juga meningkatkan kinerja pegawai lebih baik lagi. Tambahan 

penghasilan dari para pekerja ini dibayarkan setiap bulan kepada Aparatur Sipil 

Negara (ASN), agar mereka lebih semangat dan motivasinya lebih baik dalam 

bekerja. 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penghasilan 

Tambahan Tenaga Kerja (TPP) adalah tunjangan tidak langsung yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 

khususnya selain gaji, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum pegawai. 

Tambahan penghasilan tenaga kerja (TPP) disalurkan kepada pegawai pemerintah 

(PNS) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai dengan keputusan gubernur. 

Besarnya Penghasilan Tambahan Pegawai (TPP) ditentukan.  

Kondisi kerja yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi pekerja adalah 

kondisi yang menimbulkan risiko terhadap kegiatan inspeksi dan penegakan hukum, 

penyakit menular, yang berhubungan langsung dengan bahan kimia  atau radiasi 

beracun, dan pekerjaan yang melibatkan risiko keselamatan kerja, dan lain-lain. 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan 

tempat kerja yang berisiko bagi aparat pemeriksa dan penegak hukum. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel tentang Tambahan Penghasilan 

Bagi Pekerja (TPP), diberikan masing-masing berdasarkan penilaian produktivitas 

kerja sebesar 60% dan penilaian disiplin kerja sebesar 40%. 

 Penilaian produktivitas tenaga kerja sebesar 60% dilakukan  atas dasar 

pelaksanaan tugas dan penilaian lembaga penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas 

pekerja yang dikelolanya. Setiap pegawai wajib melaporkan pekerjaan   kepada 

atasan langsung setiap hari pada laporan kerja harian dan direkap menjadi laporan 

kerja bulanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatannya. Hal tersebut diketahui 

oleh atasan langsung yang mana laporan kerja harian setiap pegawai bernilai 4,5% 

dari nilai laporan kerja bulanan, laporan kerja diterima oleh atasan langsung paling 

lambat pukul 09:00 WIB keesokan harinya dan setiap bulan.  Laporan kinerja 

bulanan diserahkan ke sub bagian yang mengelola keuangan pada perangkat daerah 

di lingkungannya paling lambat hari pertama kerja pada bulan berikutnya. 
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Penghitungan pembayaran tambahan penghasilan pegawai diberikan sesuai 

dengan disiplin kerja sebesar 40%. Penilaian disiplin kerja 40% dilakukan 

berdasarkan peraturan yang ditetapkan jika pegawai yang tidak masuk kerja pada 

bulan berjalan akan diberikan pengurangan, pegawai yang terlambat masuk kerja 

pada bulan berjalan juga akan diberikan pengurangan, dan pegawai yang pulang 

kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan. Pengurangan 

yang ditetapkan telah dilampirkan pada peraturan Keputusan Gubernur tersebut. 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dikatakan sepenuhnya 

tercapai jika masih munculnya kendala-kendala yang terjadi. Proses demi proses 

dalam mendapatkan tambahan penghasilan pegawai harus diikuti sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

Berkas-berkas yang telah ditentukan dalam peraturan berlaku harus 

dikumpulkan kepada pengelola Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut pada 

minggu terakhir sebagai rekapan untuk perhitungan dalam memberikan tambahan 

penghasilan pegawai. Surat tugas baik itu perjalanan dinas, surat cuti, surat sakit, dan 

sebagainya harus dilampirkan dalam pengumpulan berkas. Berkas-berkas tersebut 

sangat dibutuhkan untuk mengelola bahan bukti dalam pemberian atau pembayaran 

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pengumpulan berkas secara lengkap atau 

tidak lengkap akan berpengaruh pada proses pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) tersebut.  

Kendala yang muncul adalah sebagian pekerja belum memenuhi syarat untuk 

menerima penghasilan tambahan (TPP) tepat pada waktunya. Pencatatan untuk 

memperoleh Penghasilan Tambahan  Pegawai (TPP) belum dilakukan secara 

maksimal. Pengumpulan dokumen yang terlambat atau bahkan tidak lengkap untuk 

menerima Penghasilan Tambahan  Pegawai (TPP) akan menghambat proses 

penerimaan Penghasilan Tambahan  Pegawai (TPP)  dan tentunya akan 

mempengaruhi pengumpulannya ke BPKAD (Badan Pengawasan dan Keuangan 

Daerah) yang akan melakukan  Pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). 

BPKAD (Badan Peninggalan dan Keuangan Daerah) tidak bisa mengelola berkas 

yang tidak lengkap. 

Mengumpulkan berkas secara lengkap adalah salah satu upaya yang 

dilakukan untuk menciptakan manajemen waktu yang berkualitas. 
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 Pengumpulan pencatatan yang lengkap sangat diperlukan dalam pengelolaan 

gaji atau tunjangan karena kelengkapan pencatatan akan berdampak pada pengolahan 

data atau pembayaran yang akan dilakukan selanjutnya. Tentunya berkas yang belum 

lengkap  masih harus menunggu berkas selanjutnya agar berkas yang ada dapat 

diproses secara lengkap. Hal ini tentunya akan berdampak pada tertundanya 

pembayaran TPP berikutnya, sehingga juga akan menyebabkan tertundanya 

pengolahan data terkait pembayaran tunjangan tersebut. Jika hal ini terjadi secara 

terus-menerus maka akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga 

menimbulkan kerugian bagi pegawai lain yang telah mengumpulkan berkas secara 

lengkap. 

Menurut prosedur atau ketetapan yang berlaku pada Keputusan Gubernur 

bahwa berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus dikumpulkan  secara 

lengkap dan tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar pengelola gaji atau tunjangan 

dapat mengelola berkas-berkas yang ada dengan efektif. Apabila persoalan tersebut 

terjadi secara berkelanjutan maka akan menghambat penyampaian laporan kepada 

pimpinan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Selain itu juga dapat 

menghambat kegiatan yang lainnya.  

Memperhatikan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan agar dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang 

ada dan kebijakan tersebut dapat terealisasikan dengan optimal.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran masalah pada bagian latar belakang, rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan  ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang dan rumusan masalah, 
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tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Faktor-Faktor 

Kebijakan yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 

2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu 

Administrasi Publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa 

lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi 

Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan 

Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera  

1.4.2 Secara Praktis, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan 

rujukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam memahami 

Tambahan Penghasilan Pegawai kepada para pegawai yang ada terutama di 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 

serta dengan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah 

agar para pegawai bisa mendapatkan tambahan penghasilan tersebut dengan 

pemahaman yang cukup sehingga tidak mengalami kendala dalam 

mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut. Serta manfaat 

bagi masyarakat yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

yang luas mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 

2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  
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